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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam 

Perspektif Fiqh Jinayah Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab 

pertanyaan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara 

Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK tentang perusakan barang, dan bagiamanakah 

tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK. 

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading). 
Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu mengambarkan dasar hukum 

putusan Hakim dalam menentukan hukuman tindak pidana perusakan barang. 

Kemudian ditinjau menggunakan fiqh jinayah. 

Hasil penelitian dalam putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK 

menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman perusakan barang yang kerugianya tidak 

sampai Rp. 2.500.000 itu masuk ke dalam pasal 407 KUHP yang paling lama 

hukumanya 3 bulan.  Namun, dalam putusan Hakim di dalam kasus ini menjatuhkan 

hukuman dengan menggunakan pasal 406 KUHP dengan pidana penjara 4 bulan 15 

hari. Dan saat memutuskan kasus kejahatan terhadap harta kekayaan harus 

mempertimbangkan kerugian yang diderita. Kemudian ditinjau dari fiqh jinayah 

perusakan barang termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan dimana hukuman 

yang setimpal yaitu hukuman ta’zir, dimana hukuman ini adalah hukuman 

pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatanya lagi. Tetapi, dalam memutuskan 

hukuman ta’zir Hakim hendaklah tindak menggunakan hawa nafsunya sesuai dengan 

surah Al-Maidah ayat 49. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas,maka disarankan untuk majelis Hakim 

dalam memutus perkara pidana hendaknya tidak mengabaikan aturan yang berada di 

dalam KUHP. Karena KUHP adalah adalah salah satu aturan penjatuhan hukuman 

dalam perkara pidana. Pada dasarnaya pada permasalahan ini, majelis Hakim 

hendaknya membaca pasal 407 KUHP, karena pasal ini adalah penjelasan dari pasal 

406 KUHP, dimana secara karateristik pasal satu dengan pasal yang lain saling 

berkaitan. Dan juga hendaknya Hakim tidak memutus dengan menggunakan hawa 

nafsunya sehingga dengan begitu kepastian hukumnya diterapkan dan keadilan dapat 

diperoleh.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana dengan menggunakan ancaman  yang berupa pidana tertentu, 

bagi barang siapa melanggar tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. 

Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan 

(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang 

menimbulkan kejadian itu).
1
 Seperti contohnya tindak pidana perusakan barang, 

tindak pidana pencurian, tindak pidana perampokan. 

Tindak pidana  perusakan  barang merupakan suatu pelanggaran. Setiap 

kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang 

yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus kasus tertentu juga dapat 

dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana 

tersebut. Tindak pidana perusakan barang merupakan salah satu bentuk dari 

pelanggara hukum, dimana diatur pada pasal 406 ayat 1 KUHP yang mana 

menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 

membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 

                                                           
1
  Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 5. 
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menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan 

orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 

denda sebanyak banyaknya Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).
2
 

AR Rum ayat 41 

 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ 
 يَ رْجِعُونَ 

Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan  

manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari akibat 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)  Ar Rum ayat 

41. 

Tindak pidana perusakan barang bisa terjadi dimana saja, tak terkecuali 

kota Gresik yang mana merupakan daerah industri, sehingga banyak sekali 

pendatang yang menempat di kota ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan 

adanya keramaian ada celah untuk melakukan kejahatan. seperti halnya kasus 

perusakan beberapa tahun lalu yang berada di Gresik, yang juga tidak luput dari 

ruang lingkup perindutrian. Perusakan yang dilakukan adalah perusakan 

terhadap ganggang pintu gerbang yang dilas sehingga patah dan tidak dapat 

dipakai lagi. Tujuan utama perusakan tersebut adalah untuk memasukkan mobil 

tangka air ke dalam pabrik dikarenakan 99 persen karyawan pabrik beragama 

                                                           
2
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasanya (Bogor: Politea, 1995), 278. 
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muslim yang tidak bisa melakukan kegiatan keagamaanya sebagaimana 

mestinya. 

Perusakan barang yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu membuat 

gangang pintu patah dan diganti hukuman selama 4 bulan 15 hari. Dimana 

hukuman 4 bulan 15 hari ini tidaklah sesuai dengan harga 2 potong besi yang 

menjadi barang bukti. Kasus ini kerap kali terjadi diberbagai tempat karena 

dalam menjatuhkan putusan hakim cenderung langsung mengarah pada 

perusakan berat, dimana hukuman penjara dan kerugian sangat tidak seimbang. 

Misalnya saat pemeriksaan saksi seharusnya tindak pidana perusakan haruslah 

menghitung kerugian secara nominal dikarenakan perusakan barang masuk 

kedalam kejahatan terhadap harta kekayaan. 

Ketertarikan penulis dalam memilih judul ini dikarenakan tidak 

diperhitungkanya kerugian secara nominal dalam kasus perusakan yang terjadi 

di Gresik dalam putusan nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK. Dalam pasal tentang 

perusakan, pembedaan lamanya hukuman itu berdasarkan dari kerugian secara 

nominal yang disebabkan oleh perusakan yang dilakukan. Dalam KUHP juga 

dijelaskan dengan rinci tentang maksimal dan minimum hukuman sesuai dengan 

kerugian yang ditimbulkan. 

Dalam hukum Islam pidana perusakan barang dihukum dengan hukuman 

ta’zir. Dalam penjelasan hukuman ta’zir  paling banyak 10 kali cambuk dimana 
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hukuman cambuk tersebut tidak sebanding dengan hukuman 4 bulan 15 hari 

yang lebih berat. Jarimah ta’zir adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kemslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana 

dimuka bumi seperti pencurian, perusakan, penyelundupan, dan lain lain.
3
 

Dengan kejahatan tindak pidana perusakan tesebut merupakan jarimah 

ta’zir, dimana jarimah ta’zir asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan 

ketat. Hal ini disadarkan bahwa pada jarimah ta’zir hakim memiliki kewenangan 

yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumya sesuai dengan 

kemaslahatan. Pada jarimah ta’zir ini Al-Quran dan Hadis tidak mentapkan 

secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumnya.
4
 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin memberikan suatu 

konsep tentang penelitian yang berkenaan dengan “Analisis Tindak Pidana 

Perusakan Barang dalam Preskpektif Fiqh Jinayah” Studi Putusan Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK 

 

 

 

                                                           
3
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252. 

4
 Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayat (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)( Bandung: Bani Quraisy, 

2004), 48. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Dari paparan latar belakang diatas maka pokok yang akan dikaji 

dalam pembahasan ini adalah: 

1. Tindak pidana perusakan berdasarkan pasal 406 KUHP. 

2. Tindak pidana perusakan ditinjau dari Fiqh Jinayah. 

3. Kesaksian yang dihadirkan dalalam pelanggar perusakan dalam KUHPer 

4. Kesaksian yang dihadirkan dalam pelanggar perusakan menurut Fiqh 

Jinayah. 

5. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 

409/PID.B/2015/GSK. 

 

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah. 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 

409/PID.B/2015/GSK tentang perusakan barang. 

2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap putusan Nomor 409/PID.B/2015/GSK 

tentang tindak pidana perusakan. 
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C. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang dapat diangakat berdasarkan latar belakang di 

atas adalah: 

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara 

Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK tentang perusakan barang? 

2. Bagiamanakah tinjauan Fiqih jinayah terhadap putusan Nomor 

409/PID.B/2015/GSK tentang perusakan barang ? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang suatu penelitian 

terdahulu atau sebuah penelitian yang sudah ada tentang seputar masalah 

yang akan diteliti sehingga akan ada perbedaan-perbedaan antara penelitian 

ini dan penelitian yang lainya dan bahwa kajian ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 

Berkaitan dengan tema yang diantaranya ialah: 

1. Andi Asmareani, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Pidana 

Perusakan Barang yang dilakukan Secara Bersama-sama” studi putusan 

nomor 755/PID.B/2015/PN.MKS. Dalam skripsinya menjelaskan tentang 

kasus perusakan yang terjadi terhadap barang yang berupa papan bicara 

bersama patok pembatas obyek tanah yang terbuat dari beton dan kayu, 
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yang menagkibatkan papan bicara dan patok pembatas tidak dapat 

digunakan lagi karena sudah hilang.
5
 

2. \Nico, dengan judul “Tinajuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang 

Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan 

Barang” studi putusan nomor 2.634/PID.B/2012/PN.Mdn. Dalam 

skripsinya membahas tentang kerusakan barang yang disebabkan oleh 

seorang anak yang terlibat geng motor.
6
 

3. Safwan Bahar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Pengerusakan Barang” studi putusan nomor 1309/PID>.B/2015/PN.MKS. 

Dalam skripsinya membahas tentang tindak pidana perusakan barang 

yang dilakukan didepan umum.
7
 

Dari uraian judul di atas, disini penulis menunjukkan bahwa pembahasaan 

dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan judul skripsi sebelumnya. 

Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan 

hukum hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana Perusakan 

Barang. 

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.Gsk. Dalam putusan tersebut, 

                                                           
5
Andi Asmaraeni, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang Yang Dilakukan 

Secara Bersama-sama  (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) 
6
 Nico, Tinajuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor 

Mengakibatkan Kerusakan Barang (Skripsi Universitas Medan Area, 2014) 
7
 Safwan Bahar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang  (Skripsi 

Universitas Hasanuddin Maskassar, 2014) 
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penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hakim yang memberikan 

hukuman selama 4 bulan 15 hari terhadap kasus perusakan ganggang pintu 

pengait yang harga kerugianya tidak sampai Rp 2,5 juta yang dimana 

menerapkan pasal 406 KUHP.  

 

E. Tujuan Penelitian  

       Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. 

Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap Putusan 

Nomor 406/PID.B/20115/GSK tentang perusakan barang. 

2. Mengetahui dan menganalis dalam Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor 

406/PID.B/20115/GSK tentang perusakan barang. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek keilmuan (teoritis) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan 
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mengenai putusan hakim khususnya yang membahas tentang tindak 

pidana perusakan barang. 

2. Aspek terapan (praktis) 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi yang 

diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak 

hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum. 

Dengan demikian akan tercipta hukum yang berasaskan keadilan. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah atau kata didalam judul tersebut : 

1.  Fiqh Jinayah 

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana 

atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang 

yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil 

hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.
8
 Fikih jinayat bisa dikenal 

dengan jarimah, dalam skrispsi membahas tentang jarimah yang berkaitan 

dengan harta kekayaan.  

 

                                                           
8
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1. 
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2. Tindak pidana perusakan 

\Tindak pidana perusakan adalah melakukan kekerasan terhadap 

barang sehingga barang itu rusak dan tidak dapat dipakai lagi sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum 

pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana 

yang dilarang adalah tindakan atau perbuatanya diancam dengan pidana 

ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian. 

 

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah 

sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya.
9
 Metode dalam penulisan skripsi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan  

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka data yang diperlukan 

adalah data yang terkait dengan data sumber primer dan sumber data 

sekunder yaitu tentang pendapat hakim dan penjelasan tentang fiqh 

jinayah dalam kasus perusakan barang berdasarkan studi putusan Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK. 

                                                           
9
Hadari Nawawi, Metode Penelitian  Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 

24. 
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2. Sumber data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang memiliki otoritas, artinya 

bersifat mengikat, melalui peraturan perundang-undangan, putusan 

Hakim. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penelitian oleh para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa 

literatul maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah fiqh 

jinayah perusakan barang dan sumber sumber lain. 

1). Jazuli. HA, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000. 

2). Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 

3). Ahmad Hanafi,  Asas Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan 

Bintang, 1967. 

4). Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 

1994. 

5). Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009. 
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3. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan dalam 

mengumpulkan data saat peneltian agar menjadi sistematis dan mudah 

dipahami. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi putusan atau 

studi kepustakaan. Dan Penelitian ini merupakan penelitian yang 

memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan 

data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, dan sebagainya. 

4. Teknik anlisis data 

Teknik analisis data adalah menggunakan suatu metode atau cara 

mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karateristik data 

tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk 

menemukan solusi permasalahan terutama masalah tentang sebuah 

penelitian. Analisis data mengunakan deskriptif analisis yaitu 

menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam 

penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya 

adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar 

standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk 

menggambarkan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan 

Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/GSK. Data tersebut 
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dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP 

dan KUHAP yang berlaku dimasa sekarang. 

I. Sistematika Pembahasan. 

 Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera 

mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang 

terdiri dalam 5 bab yaitu : 

 Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan 

perusakan barang dalam  perspektif fiqh jinayah dan KUHP. 

 Bab ketiga, bab ini akan menjelaskan gambaran umum Pengadilan Negeri 

Gresik, tentang deskripsi kasus perusakan barang perkara Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK. Putusan Pengadilan Negeri Gresik, pertimbangan 

hukum hakim, amar putusan. 

 Bab keempat, pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis terhadap 

pertimbangan hakim tentang tindak pidana perusakan barang putusan Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK. dan analisis fiqh jinayah terhadap perusakan barang 

putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK. 
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 Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi 

yang berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

PERUSAKAN BARANG DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH DAN KUHP 

 

A. Perusakan Barang dalam Fiqh Jinayah 

       Fiqh adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, 

baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah yang artinya sama dengan syari’ah 

Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan 

perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat.
1
 Jinayah adalah 

tindakan criminal atau tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman umum 

serta tindakan melawan perundang-undangan. Fiqh Jinayah adalah mengetahui 

berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh 

mukallaf sebagai hasil pemahaman.
2
 

Ilmu yang mempelajari hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah 

(perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dari ilmu tersebut 

dinamakan ilmu fiqh, dari situlah rumusan hukum Islam dikemukakan, dengan 

mudah ditarik kesimpulan yaitu segala macam perbuatan manusia. Umumnya 

pembahasan ilmu fiqih dalam buku-buku fiqh yang dijadikan sebagai pegangan 

terbagi dalam empat kelompok besar, persoalan ibadah, kedua persoalan 

mualamah seperti jual beli, ketiga persoalan munakahat meliputi persoalan 

                                                           
1
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 16. 

2
 Jazuli. HA, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 6. 
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perkawinan dan lain sebagainya, keempat persoalan jinayat yaitu persoalan 

hukum pidana atau lebih dikenal dengan fiqh.
3
 

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan, 

menuduh orang yang berbuat baik berzinah, meminum-minuman memabukkan, 

membunuh atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, 

melakukan gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum 

kepidanaan.
4
 

Hukum pidana Islam sering disebut dalam  fiqh dengan  istilah jinayah atau 

jarimah. Secara etiomologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan 

jinayah diartikan perbuatan dosa atau  perbuatan salah
5
.  Pengertian jinayah 

dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana, delik atau tindak 

pidana. Para fuqoha sering menggunakan kata jarimah atau jinayah
6
. Istilah 

jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik 

dalam segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jarimah  

merupakan kata jadian dengan asal kata jarimah yang artinya berbuat salah, 

sehingga jarimah memiliki arti berbuat salah. Jadi, jinayah merupakan suatu 

tindakan yang dilarang oleh syara’  karena dapat menimbulkan bahaya bagi 

jiwa, harta, keturunan, dan akal. 

                                                           
3
 Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 65. 

4
 Zainuddin, Hukum Pidana Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9. 

5
 Luwis, Al-Munjid (Bairut: Dar Al-Fikr,1954), 88. 

6
 Ahmad Hanafi,  Asas Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 2. 
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Sedangkan jarimah berarti larangan larangan syara’ yang apabila dikerjakan 

diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam hal ini kata 

jarimah mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau 

meninggalkan, aktif maupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan 

saja mengerjakan perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga 

dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang 

menurut peraturan yang harus dikerjakan.
7
 

Dalam tindak pidana perusakan barang jika dilihat dari sudut pandang 

hukum pidana Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah 

dikarenakan perusakan barang termasuk perbuatan melawan hukum atau 

perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan yang berakibat pada kemaslahatan 

umum yakni membahayakan harta benda milik orang lain.  

Menurut Imam Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa unsur hak dalam 

hukuman ta’zir  lebih dominan, karena itu kasus kejahatan dan ancaman 

hukuman ta’zir bisa dibuktikan dan ditetapkan dengan berdasarkan bentuk-

bentuk pembuktian yang bisa digunakan dalam memutus kasus yang 

menyangkut hak adami lainya.
8
  

Menurut ulama Malikiyah juga memperbolehkan penetapan dan pembuktian 

kasus kriminal dengan ancaman ta’zir berdasarkan kesaksian satu orang saksi 

                                                           
7
 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14. 

8
 Wabah Al-Zuali, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 721. 
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laki-laki dari sumpahnya korban.
9
 Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa 

pembuktian tindak pidana dengan ancaman ta’zir adalah seperti tindak pidana 

dengan ancaman hukuman qisash.10 

Keputusan mengenai hukuman dan pihak yang diberi kewenangan untuk 

menetapkan jenis hukuman dan pelaksaan ta’zir adalah pihak pemerintah 

kecuali guru dalam mendidik muridnya, orang tua dalam mendidik anak 

anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan yang dimaksud, 

perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai 

dengan kepatuhan dan bersifat upaya mendidik, bukanlah sengaja untuk 

menyakiti atau mencederai.
11

 

(Ar Rum ayat 41) 

 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بَِ ا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan  

manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari akibat 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 ibid 

10
ibid 

11
 Zainuddin, Hukum Pidana Islam…, 10. 
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(HR. Muslim) 

سْلَامِ سُنَّةً  عَنْ اَبِِ عَمْرِ وبْنِ جُبَ يِْْ بْنِ عَبْدِ الِله قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ الِله )ص(: مَنْ سَنَّ فِِ الِْْ
قُصَ مِنْ اجُُوْرىِِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ  حَسَنَةً فَ لَوُ اَجْرُىَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ  بِِاَ بَ عْدَهُ مِنْ غَيِْْ انَْ  يَ ن ْ

قُصَ مِنْ اوَزاَرىِِمْ  شَيْءٌ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْوِ وِزْرُىَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ  بِِاَ بَ عْدَهُ مِنْ غَيِْْ انَْ يَ ن ْ
()رواه مسلم  

Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, “Rasulullah bersabda” 

Barang siapa yang yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam, maka ia 

akan memperoleh pahala dari perbuatan/ prakarsa itu dan pahala dari orang 

yang melaksanakan atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang 

jelek, maka ia akan medapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari 

orang-orang yang mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa 

yang menirunya.  

 

B. Sanksi Perusakan Barang dalam Fiqh Jinayah 

Perusakan barang dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman ta’zir  

yang merupakan hukuman pendidikan dosa-dosa (tindak pidana) yang belum 

ditentukan oleh syara’. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang ditentukan  belum 

jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan, seperti nasehat dan 

teguran, sampai hukuman yang palin berat, seperti kurangan dan denda, bahkan 

sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim 

didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan 

tindak pidana serta diri pelakunya
12 

                                                           
12

 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004), 84. 
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Hakim diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman ta’zir dan tidak 

memiliki bahaya karena ta’zir merupakan hukuman yang dipikirkan oleh Hakim 

itu sendiri. Hukuman ta’zir diberikan pada umumnya pada tindak pidana yang 

tidak berbahaya, karena hukuman ta’zir memberi kelonggaran atau kemudahan 

agar pelaku tindak pidana bisa belajar dan memperbaiki diri dan tidak 

melakukan hal yang sama.  Adapun tindak pidana yang berbahaya seperti pidana 

hudud, qisash, diyat yang hukumanya sudah ditentukan oleh syara’. Yang 

artinya hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’ apabila melanggar tindak 

pidana yang sudah ditentukan maka hukumnya sudah jelas. 

Ketika hukuman ta’zir dijatuhkan atas tindak pidana hudud, qisash dan 

diyat hukuman tersebut bukan merupakan hukuman pokok, tetapi hukuman 

pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman hudud, seperti 

tidak sempurnanya syarat untuk melaksanakan hukuman hudud atau sanksi yang 

ditambahkan untuk hukuman pokok, seperti hukuman pengasingan dalam tindak 

pidana zina (setelah hukuman dera) menurut Abu Hanifah, hukuman ta’zir  yang 

ditambahkan dalam hukuman qisash pada tindak pidana perlukaaan menurut 

Iman Malik, tambahan empat puluh kali dera bagi peminum minuman keras 

menurut Imam Syafii.
13

 

Hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh 

kemaslahatan umum, meskipun perbuatanya bukan maksiat, melainkan pada 

                                                           
13

 Ibid., 85. 
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awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa 

ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya, melainkan 

karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatanya mubah. Sifat yang 

menjadi alasan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah 

membahayakan atau merugikan kepentingan umum.
14

 

  Hukuman yang dapat mencegah seseorang pelaku kadang kala tidak dapat 

mencegah pelaku yang lain. Berdasarkan hal ini, Hukum Islam telah menetapkan 

hukuman yang berbeda atas tindak tindak pidana ta’zir, yaitu berupa 

sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling ringan 

sampai hukuman yang paling berat. Kemudian hakim diberi wewenang untuk 

menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana, dimana hukuman 

itu yang sifatnya haruslah mendidik, memperbaiki dan juga memberi efek jera 

bagi yang lain. Hakim juga boleh mengancam lebih dari satu hukuman, hakim 

boleh meringankan hukuman atau memberatkan jika  hukuman itu mempunyai 

dua batasan sebagaimana ia boleh menunda pelaksanaanya jika menurutnya 

hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, mencegah pelaku 

tindak pidana.
15

 

Jarimah ta’zir  dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah ta’zir yang 

menyinggung hak Allah yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan 

                                                           
14

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251. 
15

 Ibid., 86. 
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kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian 

yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, 

penimbunan bahan bahan pokok dan penyelundupan. Yang kedua jarimah ta’zir  

yang menyingung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan 

kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya: penghinaan, 

penipuan, pemukulan dan lain lain.
16

  

Adapun dasar jarimah ta’zir dalam sistematika sumber ajaran Islam terdiri 

Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ra’yu. Sistematika dimaksud diuraikan sebagai 

berikut.  

1. Al Quran. 

Adalah sumber ajaran agama Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu 

Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Diantara kandungan 

isinya adalah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia 

dalam hubunganya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, 

hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam serta makhluk 

lainya.
17

 

2. Sunnah. 

Sunnah Nabi Muhammad Saw. Merupakan sumber ajaran agama Islam yang 

kedua. Karena hal hal yang diungkapkan oleh al-Quran yang bersifat umum 

                                                           
16

 Ibid., 252. 
17

 Zainuddin, Hukum Pidana Islam…,15 
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atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW. menjelaskan 

melalui Sunnah. Sunnah adalah segala sesutau yang datang dari Nabi. Selain 

Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai 

dasar penentuan hukum syara’.18
 

3. Ar ra’yu 

Ar Ra’yu atau penalaran adalah sumber ajaran agama Islam yang ketiga. 

Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menyimpulkan ayat-ayat al-

Quran dan sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli Hukum 

Islam karena memerlukan penalaran manusia. Maka dari itu kandungan ar 

ra’yu memiliki beberapa pengertian diantaranya: 

a. Ijma’ 

Adalah kebulatan dari fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu 

hukum sesudah masa Nabi Muhammad Saw. 

b. Ijtihad 

Adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis 

yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian disebut dengan 

mujtahid . 

c. Qiyas 

Merupakan persamaan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan 

hukumanya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. 

                                                           
18

 Hasbi Ash-Shiddieqh, Pengantar Ilmu Fiqh (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 37. 
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Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya kesamaan 

yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan 

hukumnya yang disebut illat. 

d. Istihsan 

Merupakan pengecualian hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-

peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang 

lain sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena dasar yang kuat. 

Sebagai contoh, wanita itu kepala sampai ke kakinya adalah aurat. 

Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia 

melihat beberapa bagian badanya bila dianggap perlu. 

e. Maslahah mursalah 

Merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, 

kepentingan) yang tidak ada ketentuanya dari syara’ baik ketentuan umum 

maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan 

umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan. 

f. Saaduz zari’ah 

Penghambat atau penutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk 

menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meninum seteguk 

minuman memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk 

menutup jalan sampai kepada peminum yang banyak. 
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g. Urf  

Kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima, tanpa 

mengucapkan ijab qobul. 

  

Dalam hukum Islam, hukuman ta’zir yang terbagi menjadi beberapa macam. 

Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman ta’zir yang terpenting 

yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa 

prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain 

apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam. 

1. Hukuman mati 

Hukuman mati diterapkan sebagai hukuman qisash untuk pelaku 

pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina 

muhsan, riddah dan jarimah pemberontakan. Hukuman mati sebagai ta’zir 

jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah 

tersebut dilakukan secara berulang ulang.
19

 Contonya pencurian yang 

dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi. Hukuman mati sebagai ta’zir 

dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang. Dari uaraian diatas 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 258 
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jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah ta’zir hanya dilaksanakan untuk 

jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat sebagai berikut: 

a. Bila pelaku adalah residivis boleh dihukum hudud selain hukuman mati. 

b. Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan 

pencegahan terhadap kerusakan di muka bumi. 

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai 

ta’zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang menyatakan boleh dengan 

pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti 

kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat 

evakuasi, karena pedang mudah digunakan, dan tidak menyakiti terhukum, 

karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.
20

  

2. Hukuman dera  

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam 

dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud 

dan ta’zir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan dalam 

melakukan tindak pidana ta’zir yang berbahaya. Alat yang digunakan untuk 

melakukan hukuman dera yaitu cambuk yang tidak terlalu besar ukuranya 

dan tidak terlalu kecil. Pukulan cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, 

farji, dan kepala, melainkan diarahkan kearah bagian punggung, tidak boleh 

mencambuk di perut atau dada, karena pukulan pada daerah tersebut bisa 
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Ibid., 260. 
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membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Dari uraian ini dapat 

dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan 

membahayakan organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan 

jiwanya, karena tujuanya adalah memberi pelajaran dan pendidikan 

kepadanya.
21

   

3. Hukuman kawalan (penjara kurungan). 

Dalam Bahasa arab istilah untuk hukuman penjara yaitu al habsu  yang 

artinya mencegah atau menahan. Yang dimaksud al habsu menurut syara’ 

bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan 

seseorang dengan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik 

penahanan tersebut dilakukan di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat 

lainya. Penahanan model itulah yang dilksanakan pada masa Nabi dan Abu 

Bakar tidak ada tempat yang khusus untuk disediakan menahan pelaku, akan 

tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam 

bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahanya membeli sebuah 

rumah dengan harga 400 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. 

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Hukuman penjara terbatas 

Hukuman kawalan terbatas digunakan untuk tindak pidana yang ringan 

karena lebih mengutamakan hukuman dera dari pada hukuman lain atas 
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pidana yang sangat berbahaya atau pelaku sangat berbahaya yang tidak 

dapat diberantas. Batas paling sedikit hukuman kawalan terbatas ini 

adalah satu hari dan batas tertingginya masih belum banyak dari berbagai 

pendapat dan belum sama. 

b. Hukuman penjara tidak terbatas. 

Hukuman penjara tidak terbatas adalah untuk tindak pidana yang 

berbahaya, yaitu bagi orang-orang yang terbiasa melakukan tindak pidana 

pembunuhan, penganiyaan, dan pencurian. Atau orang yang tindak 

pidananya tidak dicegah dengan hukuman biasa, terhukum terus dikurung 

sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai mati. 

4. Hukuman pengasingan 

Meskipun hukuman pengasingan adalah hukuman had,  namun dalam 

prakteknya, hukuman tersebut juga ditetapkan juga sebagai hukuman ta’zir. 

Diantara jarimah ta’zir yang dikenakan pengasingan adalah orang yang 

menyerupai waria yang dulu sempat diasingkan oleh Nabi. Hukuman 

pengasingan ini dilakukan agar tidak berpengaruh kepada orang lain sehingga 

pelakunya harus dibuang.  

5. Hukuman pemboikotan  

Pemboikotan yaitu seseorang penguasa membuat masyarakat tidak berbicara 

dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Pada zaman Rasulullah ada 3 

orang yang tidak ikut berperang, saat itu Rasulullah melarang kaum Muslim 
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untuk berbicara dengan ke 3 orang ini. Hukuman pemboikotan seperti ini 

merupakan saksi berat bagi mereka. Pernah Umar menghukum Shabig dengan 

cara dijilid, mengusirnya dan memerintahkan kepada orang orang untuk tidak 

mengajaknya berbicara. 

6. Hukuman salib 

Hukuman salib itu adalah hukuman dimana pada suatu kondisi yaitu 

hukuman yang diterima adalah hukuman mati. Jika dengan hukuman mati 

terhadapnya boleh dijatuhi dengan hukuman salib. Saat disalib tidak dilarang 

untuk minum, makan, sholat dengan isyarat. Penyaliban tidak boleh 

dilakukan lebih dari 3 hari. Diantara sumber hukumnya adalah Sunnah 

fi’liyah dimana Nabi pernah menjatuhkan salib sebagai hukuman ta’zir yang 

dilakukan disuatu pengunugan Abu Nab. 

7. Hukuman denda  

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan 

merupakan hal yang dilarang bagi seorang Hakim yang mengadil perkara 

jarimah ta’zir, karena Hakim diberi kebebasan yang penuh dalam hal ini. 

Dalam menjatuhkan hukuman denda ini Hakim dapat mempertimbangkan 

dari berbagai aspek yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun 

kondisi tempat tertentu. Batasan terendah hukuman denda atau batas 

tertinggi sepenuhnya diserahkan kepada Hakim dengan mempertimbangkan 

berat atau tidak jarimah yang dilakukan oleh pelaku. 
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8. Hukuman hukuman yang lain. 

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas yaitu ada 

hukuman-hukuman lain sebagai berikut:
22

   

a. Peringatan keras. 

b. Dihadirkan dihadapan sidang. 

c. Nasihat. 

d. Pengucilan. 

e. Celaan. 

f. Pemecatan. 

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka.\ 

 

C. Perusakan Barang dalam Hukum Positif 

       Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai 

hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak 

pidana.
23

 Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang mana disertai ancaman 

(saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

laranngan tersebut.
24

 Dan pengertian lain menyebutkan perbuatan atau tindak 

pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 

dinyatakan sebagai perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk 
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 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana…, 268. 
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Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana  di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008),58. 
24

 Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana  (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 59, 
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melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang 

berlaku.
25

 Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana merupakan 

suatu jarimah. 

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perusakan adalah kata kerja 

yang bermakna proses, cara, perbuatan merusakkan. Sedangkan dalam pasal 406 

sampai pasal 412 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang sudah 

dijelaskan secara jelas.  Perusakan di dalam KUHP masuk dalam bab kedua 

yaitu kejahatan terhadap harta kekayaan, dimana kejahatan terhadap kekayaan 

itu haruslah diperhitungkan kerugian yang ada, karena untuk melindungi harta 

kekayaan itu sendiri. Perusakan juga terkadang dilakukan secara bersama sama 

yang disebut sebagai kejahatan secara bersama sama yang diatur dalam pasal  55 

ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 

Pasal 55 KUHP 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang serta 

turut melakukan perbuatan. 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan.
26

 

 

Setelah membahas perusakan barang yang dilakukan secara bersama sama, 

perusakan barang sendiri telah diatur di dalam pasal 406 KUHP dimana 
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 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 89. 
26

 KUHP dan KUHAP, (Surabaya : Grahamedia Press,2012), 20. 
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perusakan barang itu ada 2 macam, yaitu perusakan barang ringan dan 

perusakan barang berat. 

Pasal 406 KUHP 

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
27

. 

2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan     

melawan hukum membunuh, merusakan, membikin tak dapat digunakan 

atau menghilangkan hewan, yang merupakan milik orang lain 

 

Seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatanya 

sudah memenuhi unsur unsur yang sudah ditentukan oleh pasal yang 

mengaturnya. Tindak pidana kesengajaan menghancurkan, merusakkan, 

membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan benda yang 

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada kasus perusakan pasal 406 

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana bisa dikatakan itu 

merupakan suatu perusakan apabila memenuhi unsur unsur:
28

 

1. Unsur subyektif  :dengan sengaja 

2. Unsur Obyektif   : 

a. Barang siapa 

b. Secara melawan hukum 

c. Menghancurkan 

d. Merusakkan 
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 Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 301. 
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e. Membuat hingga tidak dapat dipakai 

f. Menghilangkan 

g. Suatu benda 

h. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang 

Melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu orang tidak perlu hanya 

menghendaki, mempunyai maksud atau mengetahui saja melainkan juga jika
29

. 

1) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan menimbulkan 

akibat yang tidak dikehedaki oleh undang undang, walaupun ia tidak 

mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. 2) Orang menyadari 

bahwa perbuatan yang ia lakukakan itu mungkin dapat menimbulkan akibat 

yang tidak dikehedaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mengetahui 

secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.  

Pasal 406 KUHP menjelaskan semua unsur unsur dan juga ancaman pidana 

maksimal yang akan diberikan. Dikarenakan masuk ke dalam kejahatan terhadap 

harta kekayaan maka setiap kerugian yang di akibatkan oleh perusakan itu 

sendiri harus dihitung. Besar kerugian ini diatur dalam pasal 407 yang 

menjelaskan tentang kerugian dan maksimal hukumnya. 
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Pasal 407 KUHP 

1. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan perbuatan seperti yang     ` 

dimaksud dalam pasal 406, jika kerugian tidak lebih dari duapuluh lima 

rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak duaratus lima rupiah
30

. 

2. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu 

dilakukan dengan memasukkan bahan bahan yang merusakkan nyawa 

atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka 

ketentuan ayat pertama sudah tidak berlaku. 

Di pasal 407 dijelaskan dengan rinci bahwa ada batas maksimal kerugian 

yang harus dihitung. Nilai kerugian sebesar Rp, 25 telah dikoreksi menjadi Rp, 

250 oleh pasal 1 Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan 

dalam KUHP, Nilai Rp, 250 ini kemudian dinaikan lagi menjadi Rp, 2,5 juta 

oleh Peraturan Mahkama Agung  Nomor  2  Tahun 2012 tentang penyesuaian 

batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda  dalam KUHP.  

Pasal 1 

Kata kata “vijfen twintie gulden” dalam pasal pasal 364, 373, 379, 384, dan 

407 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum  Pidana diubah menjadi, dua 

ratus lima puluh rupiah.
31

 

 

Pasal 1 

 

Kata kata “ dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 407 

dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp, 2.500.000 ( dua juta lima ratus 

ribu rupiah).
32

\ 

 

Dengan adanya peraturan-peraturan ini memberikan gambaran yang  jelas 

tentang perusakan barang, yang mana jika perusakan barang yang nilai 
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kerugianya di atas dua juta lima ratus ribu rupiah masuk ke dalam pasal 406 

KUHP dengan maksimal hukuman dua tahun delapan bulan lamanya. Jika 

kerugian yang tidak mencapai dua juta lima ratus ribu rupiah masuk ke dalam 

pasal 407 yang mana dengan maksimal hukuman tiga bulan. Unsur-unsur pasal 

407 ayat 1 dan jika dirinci adalah sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur pasal 407 ayat 1 

a. Unsur Obyektif 

1). Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 

mengilangkan. 

2). Suatu Barang, dan seekor hewan 

3). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

4). Harga kerugian tidak lebih dari Rp 250 

b. Unsur-Unsur Subyektif 

1). Dengan sengaja 

2). Melawan hukm 

2. Unsur-Unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP  

a. Unsur Obyektif 

1). Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 

menghilangkan 

2). Seekor hewan 

3). Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan 
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4). Hewan yang tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101  

5). Yang seluruh atau sebagian milik orang lain 

b. Unsur Subyektif 

1). Dengan sengaja 

2). Melawan hukum 

Perusakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, 

diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan 

sepertiga. Adapun unsur-unsur dari pasal 412 KUHP serupa dengan unsur-unsur 

406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan bersekutu. 

Pasal 412 

 Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali 

dalam hal tersebut pasal 407 ayat pertama
33

 

 

Pada pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah melakukan 

kekerasan. Kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikit-

dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak 

benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. 

Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan 
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kekerasan itu dilakukan di muka umum. Karena kejahatan itu memang 

dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.
34

 

Pasal 170  

Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan 

terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 

enam bulan.
35

 

 

Unsur-unsur pasal 170 KUHP diantaranya yaitu melakukan kekerasan, di 

muka umum atau terang terangan, bersama-sama, ditujukan kepada orang atau 

barang. Yang rincianya sebagai berikut: 

1. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan 

merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang 

dilakukan biasanya merusak barang atau menganiyaya atau dapat pula 

mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak 

bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan 

melepar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, 

mengobrak abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan 

kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan 

beringas, tanpa piker akibat perbuatanya, mereka melakukan tindakan 

kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan 

mati. 
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2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebutkan untuk ketertiban 

umum, yaitu tempat orang banyak dapat melihat perbuatan kekerasan 

tersebut. 

3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang 

sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau 

hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang 

lain.
36

  

 

 

                                                           
36

 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), 5. 
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS PERUSAKAN BARANG DALAM PUTUSAN NOMOR 

409/PID.B/2015/PN.GSK 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Gresik 

Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut kota Surabaya dengan luas 

wilayah 1.191,25 km yang terbagi dalam 18 kecamatan  dan terdiri dari 330 desa 

dan 20 kelurahan. Lokasi Pengadilan Negeri Gresik sendiri beralamatkan  di Jl. 

Raya Permata No 06 Gresik. 

Kabupaten Gresik merupakan kota industri dimana banyak berdiri pabrik-

pabrik dan kegiatan perindustrian dan dengan didukung adanya pelabuhan 

Internasional yang berada di kota Gresik ini membuat banyaknya pendatang 

untuk mencari lapangan pekerjaan di Kabupaten Gresik. Dengan adanya latar 

belakang perindustrian pasti banyak permasalahan yang berkaitan dengan 

kegiatan perindustrian, jadi Pengadilan Kabupaten Gresik ini  diberi wewenang 

khusus untuk mengurus hubungan perindustrial. 
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B. Deskripsi Kasus Tentang Perusakan Barang dalam Perkara Nomor 

409/PID.B/2015/PN.GSK Putusan Pengadilan Negeri Gresik.  

       Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan mengadili tingkat pertama dengan 

acara pemeriksaan tingkat biasa, menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa 

yaitu: 

Terdakwa 1 

Nama Lengkap  :Andi Jatmiko 

Tempat Lahir  :Surabaya 

Umur/Tangal Lahir :40/24 Mei 1975 

Jenis Kelamin  :Laki-Laki 

Kebangsaan  :Indonesia 

Tempat Lahir :Jl. Krukah Lama 4/5 RT 1 RW 09 Kel Ngagel Rejo 

Kec Wonokromo Kota Surabaya. 

Agama :Islam 

Pekerjaan :Swasta 

 

Terdakwa 2 

Nama Lengkap :Warno 

Tempat Lahir :Mojokerto 

Umur/Tanggal Lahir :53/08 Agustus 1962 

Jenis Kelamin :Laki-Laki 
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Kebangsaan :Indonesia 

Tempat Tinggal :Jl. Putat RT 05 RW 05 Kel Mojorejo Kec Jetis Kab. 

Mojokerto 

Agama :Islam 

Pekerjaan :Buruh Tani 

Pendidikan :SD (Tidak Tamat) 

 

       Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 

dakwaan nomor register 409/PID.B/2015/PN.GSK, yang bertanggal 24 

November 2015. Duduk perkaranya yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 3 

September 2015 sekitar pukul 12.00 WIB para karyawan PT. Eastwood Timber 

Industries berkumpul di area pabrik gudang PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa 

Abadi. Yang dulunya PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi adalah milik PT. 

Eastwood Timber Industries berdasarkan akta jual beli Nomor 41/2013 tanggal 

1 Februari 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Dini Andriani, S.H., M.Kn dan 

sertifikat HGB nomor 3 diberikan ha katas tanah kepada PT. Anugerah Karya 

Jaya Sentosa Abadi beralamat di jalan Mayjen Sungkono nomor 88 Desa 

Sekardadung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 

Selanjutnya pada pukul 14.30 WIB dari arah bengkel yang terletak di dalam 

pabrik datang satu unit mobil pick up isuzu patner  dengan nomor polisi W 999 

M yang dikendarai oleh Yono (DPO) Daftar Pencarian Orang dengan memuat 
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satu tabung gas LPG 12 Kg warna biru, satu tabung gas oksigen dan 

seperangkat alat blander  lengkap dengan regulator lalu berhenti di pintu 

gerbang utara pabrik, kemudian datang Andi Jatmiko yang langsung mengambil 

Blander  (alat pemotong besi) dari atas mobil dan naik ke atas pojok untuk 

memotong pengait besi siku pintu gerbang utara pabrik sampai patah dan tidak 

bisa dipakai lagi. Sedangkan warno membuka dan menutup tabung gas LPG dan 

gas oksigen yang disaksikan oleh para karyawan lainya. Setelah pengait besi 

patah Andi Jatmiko dan Warno, Yono pindah ke pintu gerbang selatan dan Andi 

Jatmiko kembali memotong hendel /pegangan pintu gerbang selatan juga patah 

dan tidak dapat dipakai kembali. Setelah pintu gerbang terbuka Yono 

mengembalikan mobil pick up ke bengkel di dalam pabrik dan para karyawan 

satu persatu membubarkan diri. 

Perbuatan para terdakwa tersebut didakwa dengan dakwaan pertama pasal 

170 ayat 1 KUHP junto pasal 55 KUHP dan dengan dakwaan kedua pasal 406 

KUHP junto 55 ayat ke1 KUHP. Setelah mendengar eksepsi dari para penasehat 

hukum terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi 

di depan persidangan dan telah didengar keteranganya di bawah sumpah sesuai 

dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut: 
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1. Rudi Susanto 

Rudi susanto adalah direktur utama PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa 

Abadi. Dimana Rudi membeli pabrik PT. Eastwood Timber Inditries pada 

bulan Februari 2015 yang membelinya langsung kepada pemiliknya yaitu 

Yap Yapiter seharga Rp. 27.750.000.000. Setelah pabrik dibeli oleh saudara 

Rudi, hanya secara lisan menyampaikan peringatan tentang pengosongan 

pabrik kurang lebih satu tahun setelah pabrik dibeli. Kemudian saksi 

menyuruh karyawan untuk mengembok pagar pabrik. Setelah 1 minggu 

pabrik di gembok saksi mendapat laporan dari saudara Yuli terjadi 

perusakan di pabrik. Setelah diperiksa oleh saksi sendiri bahwa yang dirusak 

adalah hendel pintu gerbang yang dimana kondisinya masih bisa 

dipergunakan lagi meskipun dengan cara di las. Dengan kejadian perusakan 

tersebut saksi merasa dirugikan dan tidak mengetahui alasan perusakan 

tersebut. 

2. Roni 

Roni adalah petugas keamanan PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi 

yang dipekerjakan untuk menjaga PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi. 

Roni lah yang melakukan pengembokan karena ada perintah dari saksi Rudi, 

saat melakukan pengembokan saat itu masih ada para karyawan yang tidur 

di mess namun tetap saja digembok dikarenakan masih ada jalan keluar 

masuk untuk karyawan dari pintu kecil. Pengembokan ini bertujuan supaya 
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mobil tidak keluar masuk pabrik. Menurut Roni yang melakukan perusakan 

adalah para terdakwa dengan cara memotong pegangan pintu gerbang yang 

terbuat dari besi dengan menggunakan las dan tabung LPG yang diangkut 

dengan menggunakan mobil pick up. Setelah pintu grerbang terbuka Roni 

melaporkan kejadian ini ke saksi Rudi yang beberapa saat kemudian saksi 

datang ke lokasi dan lapor ke Polres Gresik.  

3. Jamal Didi 

Jalam Didi adalah karyawan PT. Eastwood Timber Indutries dan sudah 

bekerja selama 5 tahun lamanya. Saksi mengatakan pintu pagar digembok 

selama 1 minggu tetapi para karyawan masih dapat keluar masuk pabrik 

menggunakan pintu kecil yang berada di samping pabrik. Setelah 

pengembokan karyawan tetap bekerja seperti biasa. Dibenarkan oleh saksi 

bahwa telah terjadi perusakan di pabrik yaitu pemotongan pegangan pintu 

dengan menggunakan las, dan saat kejadian jarak antara saksi dan tempat 

kejadian hanya berjarak kurang lebih 8 meter, saksi melihat kejadian itu 

bersama dengan Isjatmoko. Setelah pintu gerbang terbuka ada mobil yang 

masuk yaitu mobil tangka air. Dan di dalam pabrik ada 2 tangki air profil 

yang berukuran 1000 L yang disediakan oleh PT. Anugerah Karya Jaya 

Sentosa Abadi. 
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4. Isjatmoko 

Isjatmoko adalah petugas keamanan dari PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa 

Abadi. Menerangkan tujuan dari pengembokan pabrik adalah supaya mobil 

tidak keluar masuk pabrik, namun karyawan difasilitasi pintu kecil samping 

pabrik. Saat kejadian perusakan saksi Isjatmoko berada di musholla yang 

berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian. Saat kejadian yang 

mengemudikan mobil adalah Yono dan Warno berada di bagian belakang 

dan membuka menutup tabung gas LPG dan gas oksigen, sedangkan Andi 

Jatmiko di dekat pagar dan memotong siku pegangan pagar menggunakan 

blander. Menurut informasi para karyawan pegangan pintu tersebut dibuka 

dikarenakan membutuhkan air dan memasukkan mobil tangka air, namun 

sebelum kejadian tersebut para terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk 

memasukkan mobil tangka air, karena jika terjadi masalah kekurangan air di 

dalam pabrik telah disediakan 2 tangki air profil berukuran 1000 L yang 

telah disediakan oleh PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi. Setelah 

pintu gerbang berhasil dibuka ada mobil tangka air yang masuk ke pabrik 

dan selain itu ada truk kontainer masuk ke dalam pabrik sejumblah 21 truk 

dengan keadaan kosong dengan tujuan mengangkut produksi dari dalam 

untuk didistribusikan untuk dijual ke luar.  
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5. Yuli Rudianto 

Yuli Rudianto adalah petugas kemanan PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa 

Abadi. Pada tanggal 24 Agustus 2015 pagar digembok, saksi telah 

mengusulkan kepada saksi Rudi untuk disediakan penyediaan air dan untuk 

itu saksi Rudi menyediakan profil tangka air 1000 L dan teratur seminggu 2 

kali ada pengisian. Dikarenakan saksi pernah mendengar keluhan karyawan 

mengenai air yang dan saksi koordinator security meminta disampaikan 

secara tertulis, namun sampai dengan adanya perusakan pagar tersebut saksi 

tidak pernah menerima keluhan secara tertulis tentang kekurangan air. Pada 

saat perusakan terjadi yang mengemudikan mobil adalah Yono dan Warno 

berada di bagian belakang dan membuka menutup tabung gas LPG dan gas 

oksigen, sedangkan Andi Jatmiko di dekat pagar dan memotong siku 

pegangan pagar menggunakan blander. Saat kejadian tersebut jarak 3 meter 

dan mengambil sikap memfoto setiap kejadian tersebut dan dijadikan 

sebagai barang bukti di sidang pengadilan. 

6. Nur Qomari. 

Nur Qomari adalah petugas kemanan PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa 

Abadi. Saksi telah mengusulkan kepada saksi Rudi untuk disediakan 

penyediaan air dan untuk itu saksi Rudi menyediakan profil tangka air 1000 

L dan teratur seminggu 2 kali ada pengisian. Dikarenakan saksi pernah 

mendengar keluhan karyawan mengenai air yang dan saksi koordinator 
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security meminta disampaikan secara tertulis, namun sampai dengan adanya 

perusakan pagar tersebut saksi tidak pernah menerima keluhan secara 

tertulis tentang kekurangan air. Saksi melihat kejadian dengan jarak 7 meter 

di pos satpam dan melihat ada mobil yang dikemudikan oleh Yono, saksi 

juga melihat Andi Jatmiko membawa blander  sedangkan Warno yang 

membawa tabung gas elpiji 

7. Iswanto 

Iswanto adalah karyawan PT. Eastwood Timber Indutries sejak tahun 2005. 

Saksi Iswanto mengatakan pembukaan gembok tersebut atas dasar 

kesepakatan seluruh karyawan untuk membuka gerbang yang digembok 

sehingga akses air dapat masuk karena sudah sangat memperihatinkan, 

keperluan karyawan untuk minum dan MCK tidak bisa masuk sama sekali 

karena gerbang digembok. Di dalam pabrik tersebut terdapat 200 karyawan 

yang 99 persen karyawan tersebut beragama Islam, dan semuanya tidak bisa 

menjalankan aktifitas sholat karena tidak ada air, semua karyawan harus 

keluar pabrik dan yang paling dekat adalah ke Terminal yang harus 

membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) 

apabila melaksanakan sholat ataupun MCK. Yang dirusak oleh para 

terdakwa bukanlah gembok melainkan hendel pintu gerbang dan tidak ada 

yang bisa mengoperasikan blander  (pemotong besi) kecuali mekanik yaitu 

Andi Jatmiko dan Warno dimana Andi Jatmiko sebagai karyawan tetap dan 
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Warno sebagai pegawai outsourching. Saksi pernah berfikir bahwa pabrik 

sudah dijual akan tetapi direktur utama PT. Eastwood Timber Industries 

tidak pernah mengatakan bahwa pabrik dijual dikarenakan pernah ada 

tawaran dari pihak pembeli satu sampai 2 bulan yang lalu kalua keluaran 

dari  PT. Eastwood Timber Industries mendapat pesangon Rp. 2.500.000 

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebelum melakukan perusakan pintu 

gerbang tersebut para karyawan membuat surat pernyataan pembukaan 

pintu pagar dan ditanda tangani jaraknya sehari yang saksi tidak tahu siapa 

yang membuat. 

8. Munirul Khakim 

Munirul Khakim adalah karyawan dari PT. Eastwood Timber Industries 

sejak tahun 2011. Saksi tinggal di mess yang berada di dalam pabrik, jarak 

antara mess dan pintu gerbang berjarak kurang lebih 10 meter. Saksi pernah 

mendengar kalua ada keluhan air dari para karyawan. Dalam melakukan 

perusakan hendel pintu gerbang adalah spontanitas dari teman temanya 

akan tetapi ada surat pernyataan yang dibuat secara bersama dan saksi juga 

ikut menandatangani surat tersebut berada di nomor urut 73. Isi surat 

pernyataan itu adalah untuk mendukung membuka gembok pintu utama. 

Setelah kejadian perusakan tersebut sekarang saksi yang biasaya tidur di 

mess diusir oleh preman. 
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9. Kusiyo 

Kusiyo adalah karyawas PT. Eastwood Timber Indutries sejak tahun 2007. 

Gerbang utama digembok oleh PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi, 

setelah terjadi pengembokan karyawan tetap bisa masuk memakai sepeda 

motor akan tetapi truk tidak bisa masuk. Perusakan hendel pintu gerbang 

menggunakan blander  (pemotong besi) yang dipegang oleh Andi Jatmiko 

dan Warno membuka LPG. Tujuan dirusaknya pintu utama ini dikarenakan 

para karyawan kekurangan air dan juga air untuk kebutuhan karyawan 

digunakan untuk produksi kayu yaitu oven kalau jalan. Perusakan pintu 

gerbang di dasari oleh spontinitas para karyawan dan saksi juga tidak ikut 

menandatangani surat pernyataan bersama. Setelah hendel pintu gerbang 

dirusak oleh para tedakwa masih dapat digunakan lagi, tanpa diperbaiki 

masih dapat dibuka tutup kalua masih seperti semula harus diperbaiki. 

Kemudian para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

1. Andi Jatmiko 

Andi Jatmiko adalah karyawan PT. Eastwood Timber Indutries sebagai 

mekanik yang bekerja sejak tahun 2004. Pagar utama digembok kurang 

menggunakan pintu kecil yang berada di samping pabrik. Terdakwa 

melakukan pemotongan besi siku karena terdakwa yang bisa memotong 

dengan menggunakan las tetapi atas kesepakatan bersama teman temanya. 
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Terdakwa  pabrik menggunakan blander  (alat pemotong besi), tabung 

oksigen, tabung gas LPG dan seperangkat selang maupun regulator yang 

tersambung ke blander. Yang dirusak adalah hendel pintu gerbang bukan 

rantainya. Setelah pintu gerbang utama dibuka ada mobil truk air yang 

masuk dan perasaan terdakwa biasa saja dan tidak merasa bersalah. Saat 

terdakwa melakukan perusakan tersebut tidak ada perintah dari atasan dan 

membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh 89 orang dimana 

terdakwa juga ikut tanda tangan. 

2. Warno 

Warno adalah karyawan PT. Eastwood Timber Indutries sebagai pembantu 

mekanik sejak tahun 2012. Terdakwa melakukan pemotongan besi siku 

untuk membuka pintu gerbang agar mobil tangka air bisa masuk karena di 

dalam pabrik sudah beberapa hari tidak ada air. Kejadian sekitar jam 11.00 

WIB terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa manyapu halaman gudang 

kayu selanjutnya terdakwa diajak teman-teman untuk berkumpul 

menyaksikan pembukaan pintu pagar gerbang dan di depan pintu gerbang 

sudah ada mobil yang bermuatan las dan tabung LPG yang dikemudikan 

oleh Yono kemudian Andi menyuru Warno untuk membuka dan memasang 

tutup gas LPG digunakan sebagai bahan bakar las untuk mengelas pintu 

pagar, kemudian Andi yang yang mengelas pintu pagar. Setelah pintu pagar 

terbuka Warno tidak tahu ada mobil tangki air yang masuk setelah pintu 
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gerbang utama dibuka tetapi yang lainya tidak tahu. Warno juga ikut 

menandatangani surat pernyataan yang dibuat para karyawan untuk 

persetujuan pembukaan gerbang.  

 

C. Pertimbangan Hukum Hakim 

       Sebelum memutuskan hukuman Hakim mempertimbangkan dikarenakan 

Penuntut Umum Mengajukan barang bukti berupa 2 potongan besi pengait pintu 

gerbang milik PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi, dan 17 lembar foto. 

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut 

Hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim 

ketua majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa  atau 

saksi-saksi, yang telah bersangkutan membenarkan. Berdasarkan alat bukti dan 

barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Andi Jatmiko bekerja sebagai karyawan PT. Eastwood sejak tahun 2004 dan 

terdakwa II Warno sejak tahun 2012. 

2. Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 12.00 WIB seluruh karyawan 

PT Eastwood kurang lebih 88 orang berkumpul membicarakan bagaimana 

memasukkan mobil air ke pabrik dengan memotong besi siku pengait 

gerbang pabrik setelah itu bubar masing-masing dan kemudian membuat 

surat pernyataan bersama untuk membuka kunci gembok pada pintu utama. 
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3. Area pabrik gudang PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi yang dulu 

adalah PT Eastwood Timber Industri berdasarkan akta jual beli Nomor : 

41/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan 

PPAT Dini Andriani, SH., M.Kn dan sertifikat HGB nomor 3 diberikan hak 

atas tanah kepada PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi beralamat di Jl 

Mayjen Sungkono Nomor 88 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik 

pada pukul 14.30 WIB dari arah bengkel yang terletak di dalam pabrik 

datang satu unit mobil pick up Isuzu Panther No. Pol W 9996 M yang 

dikendarai oleh Yono (DPO) dengan memuat satu tabung gas LPG 12 Kg 

warna biru, satu tabung besar gas oksigen dan seperangkat alat blander  

lengkap dengan regulator  lalu berhenti di pintu gerbang utara pabrik, 

kemudian datang Andi Jatmiko yang langsung mengambil blander (alat 

pemotong besi) dari atas mobil dan naik ke atas pojok untuk memotong 

pengait besi siku pintu gerbang utara pabrik sampai patah dan tidak dapat 

dipakai lagi sedangkan terdakwa Warno membuka dan menutup tabung gas 

LPG dan gas oksigen yang disaksikan oleh para karyawan lainya hanya 

melihat saja, setelah pengait besi patah, terdakwa Andi Jatmiko, terdakwa 

Warno dan Yono (DPO) pindah ke pintu gerbang selatan, selanjutnya 

terdakwa Andi Jatmiko kembali memotong hendel atau  pegangan pintu 

gerbang selatan juga patah dan tidak dapat dipakai kembali, setelah itu Yono 
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(DPO) mengambalikan mobil pick up ke bengkel di dalam pabrik dan para 

karyawan satu persatu membubarkan diri.  

4. Pintu pagar yang dilakukan pengelasan pada hendel sehingga patah dan tidak 

dapat dipakai lagi adalah bukan milik para terdakwa. 

5. Para terdakwa tidak tahu kalau PT Eastwood beralih ke orang lain, dan yang 

terdakwa tahu PT Eastwood adalah milik Pak Yap Yapiter. 

6. Waktu terdakwa membuka hendel pintu, tidak ada yang melarangnya, ada 

orang-orang Pak Rudi tetapi diam saja. 

7.  Alat-alat setelah selesai untuk melakukan perusakan dikembalikan ke 

bengkel lagi. 

8. Yang melaporkan terdakwa orangnya Pak Rudi. 

9. Para terdakwa tidak bilang kepada pemilik PT Eastwood waktu merusak 

hendel pintu,  karena inisiatif para karyawan. 

       Dalam fakta-fakta Hukum tersebut di atas para terdakwa sudah dapat 

dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, karena majelis Hakim mempertimbangkan telah 

mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di 

bawah ini. 

Dalam  menemukan kebenaran Majelis Hakim mencoba membuka 

kebenaran yang sesungguhnaya terjadi dalam kasus yang melibatkan Para 

Terdakwa, dimana para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan 
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Penuntut Umum yang sifatnya alternative yaitu: Pertama pasal 170 ayat 1KUHP 

atau dakwaan kedua pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. 

Dalam memutus suatu perkara, Hakim memperhatikan surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap pada 

pemeriksaan di persidangan, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan 

terlebih dahulu dakwaan pertama pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya 

sebagai berikut : 

1. Barang siapa. 

2. Dengan terang-terangan. 

3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. 

Dalam pasal 170 KUHP memiliki ciri khas perlindungan terhadap 

“ketertiban umum”, sehingga sekalipun yang dirusak adalah benda sendiri, tetap 

dapat dipidanakan, selama tindakan merusak tersebut menggangu ketertiban 

umum, di samping pasal 170 KUHP tidak menyebutkan bahwa benda atau barang 

tersebut kepunyaan orang lain. Berbeda dengan pasal 406 KUHP jo pasal 55 

KUHP (pelaku pidana lebih dari satu orang, turut serta), pada pasal 406, 

ketertiban umum tidak terganggu dengan merusak barang milik sendiri. Jadi, 

yang dilindungi pasal 170 KUHP ialah ketertiban umum sendiri. Kejahatan 

terhadap ketertiban umum adalah kata-kata yang dipakai oleh pembentuk 

Undang-undang sebagai nama kumpulan dari kejahatan-kejahatan yang di dalam 
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Undang-undang diatur dalam buku II bab V KUHP pasal 154 KUHP sampai 

dengan  pasal 181 KUHP. 

Dari pendapat yang dimukakan oleh Prof. Simon yang mengatakan bahwa 

kata-kata kejahatan terhadap ketertiban umum itu sifatnya adalah vaag menurut 

Van Bemmelen Van Hattum adalah benar, karena menurut penjelasan yang 

terdapat di dalam memori Van Toelichting, kejahatan-kejahatan yang diatur 

dalam buku ke II babV bukanlah kejahatan-kejahatan yang secara langsung 

ditujukan: 

1. Terhadap keamanan negara 

2. Terhadap tindakan tindakan dari alat-alat perlengkapan negara. 

3. Terhadap tubuh atau harta kekayaan dari seseorang tertentu. 

Melainkan suatu kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi 

kehidupan masyarakat atau bagi “maatschappelijke leven” dan yang dapat 

menimbulkan gangguan dari ketertiban alamiah atau bagi “de natuurlijke orde der 

maattschppij”. 

Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah 

sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan 

bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan yang dapat 

menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban alamiah di masyarakat, 

pelanggaran ketertiban umum adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan 

oleh seseorang yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap 
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keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan 

gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan di dalam masyarakat. 

Dikarenakan pasal 170 KUHP dipergunakan untuk ketertiban umum maka 

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 

berpendapat bahwa pera Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, karena 

dengan perbuatan terdakwa melakukan pengelasan hendel dan siku pagar utama 

yang dilakukan di tempat tertutup di area pabrik PT Anugerah Karya Jaya 

Sentosa Abadi yang dulu adalah PT Eastwood Timber Industries dimana orang 

lain atau masyarakat umum tidak dapat melihatnya secara jelas sehingga dapat 

menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan di dalam 

masyarakat akibat melihat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh 

karenanya menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tidak masuk dalam ketegori 

kejahatan terhadap ketertiban umum. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dilihat langsung oleh 

orang lain dan para Terdakwa melakukanya di tempat yang tertutup dan tidak 

dapat dilihat oleh orang banyak atau masyarakat umum, maka terhadap unsur ini 

Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa. Salah 

satu unsur dari dakwaan kesatu ini tidaklah terpenuhi maka terhadap unsur-unsur 

yang lainya tidaklah perlu dijelaskan, terhadap dakwaan kesatu ini haruslah 

dinyatakan secara terbukti tidak sah dan menyakinkan. 
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Majelis Hakim menguraikan tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 

kedua yaitu pasal 406 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, yang mana unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Barang siapa. 

2. Dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, 

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang. 

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. 

Dalam pasal 406 KUHP ini terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan dan 

mempertimbangkan mengenai unsur yang kedua yaitu “ dengan sengaja dan 

melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 

dipakai lagi atau menghilangkan barang”, Majelis Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum menurut pendapat 

Majelis Hakim apabila perbuatan terdakwa telah menimbulkan suatu akibat 

dikehendakinya atau telah menjadi tujuanya dan perbuatan tersebut bertentangan 

dengan Hukum positif. Unsur dengan sengaja harus diartikan dengan sengaja 

melakukan perusakan pintu pagar yang berada di area PT Anugerah Karya Jaya 

Sentosa Abadi yang dulu adalah PT Eastwood Timber Industri berdasarkan akta 

jual beli Nomor : 41/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dan 
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ditandatangani dihadapan PPAT Dini Andriani, SH., M.Kn dan sertifikat HGB 

nomor 3 diberikan hak atas tanah kepada PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi 

beralamat di Jl Mayjen Sungkono Nomor 88 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas 

Kab. Gresik,  karena ternyata pintu pagar yang rusak tersebut diakui milik orang. 

Perbuatan para Terdakwa, dimana Terdakwa I Andi memotong pengait besi 

siku pintu gerbang utara pabrik sampai patah dan tidak dapat dipakai lagi, 

sedangkan terdakwa II Warno membantu dengan cara membuka dan menutup 

tabung gas LPG dan gas oksigen berdasarkan surat pernyataan bersama yang 

ditandatangani oleh ke 88 orang termasuk Para Terdakwa yang  kemudian 

dilaksanakan dengan cara merusak hendel pintu pagar dengan menggunakan las 

atau blander , sehingga kemudian rantai yang dikunci dengan gembok terlepas 

dan pintu dapat terbuka sesuai dengan apa yang dinyatakan bersama 88 orang 

tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah 

menimbulkan suatu akibat tersebut memang dikendakinya atau telah menjadi 

tujuanya dan perbuatannya bertentangan dengan Hukum positf, maka terhadap 

unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi. 

Terkait dengan unsur ketiga “yang sebagian atau seluruhnya milik orang 

lain”, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini adalah untuk menentukan 

siapakah pemilik barang yang dihancurkan atau dirusak itu, apakah milik 

Terdakwa ataukah milik orang lain, Majelis Hakim meneliti barang yang dirusak 

oleh  Terdakwa itu adalah bukan miliknya atau milik orang lain. 
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Hakim mempertimbangkan mengenai unsur “ yang melakukan, menyuru 

melakukan atau turt serta melakukan” dimana menurut Hakim unsur ini 

merupakan bentuk dari penyertaan, yang oleh Pompe dikatakan “ yang harus 

dipandang sebagai pelaku dalam tindak pidana adalah orang yang melakukakan, 

yang menyuru melakukan dan yang turut melakukan”. Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa tidak pidana dalam kaitanya dengan penyertaan adalah 

dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang 

mana pelaku pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung-jawabkan 

perbuatanya itu. 

Hakim mempertimbangakan mengenai unsur “barang siapa” dimana 

menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk 

menetukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah 

melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung  

jawabkan perbuatanya itu. Subjek hukum yang memiliki kemampuan 

bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya, 

yang dalam hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”. 

Dalam unsur “barang siapa” dihubungakn dengan Para Terdakwa yang 

dihadirkan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, di 

muka sidang pengadilan dihadapkan Para Terdakwa yang identitasnya lengkap 

termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang 

selama persidangan dapat hadir, sanggup dan medengarkan dan mengikuti jalanya 
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persidangan dengan baik sehingga  Hakim melihat bahwa Para Terdakwa berada 

dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak 

manapun juga dengan demikian Para Tardakwa haruslah dianggap mampu 

bertanggung-jawab. 

Semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum 

Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi Hakim berpendapat 

bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum 

menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang 

dilakukan secara bersama-sama. 

Para Terdakwa mengingkari semua perbuatanya dan merasa tidak bersalah 

karena Para Terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukakan tindak 

pidana, Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena untuk kepentingan 

orang banyak (seluruh karyawan PT Eastwood) namun dalam persidangan 

meskipun Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berusaha membuktikan 

dengan menggunakan saksi dan bukti surat pernyataan bersama yang 

ditandangani oleh 88 orang  karyawan PT Eastwood untuk dalil-dalil bantahan, 

Hakim malah melihat bahwa saksi-saksi a charge dan surat pernyataan bersama 

tersebut justru semakin membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para 

Terdakwa telah diniatkan dari awal yaitu pada penandatangan surat pernyataan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

61 
 

bersama dimana kedua Terdakwa turut menandatanginya sehingga Hakim tidak 

memperoleh keyakinan akan pembelaan Para Terdakwa oleh Penasehat 

Hukumnya, oleh karena itu penyangkalan pembelaan Para Terdakwa dan 

Penasehat Hukumnya dikesampingkan oleh Hakim. 

Saat pemeriksaan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan 

pemaaf  maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus 

kesalahan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentual pasal 193 ayat 1 huruf h 

KUHAP terhadap Para Tedakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah 

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan 

melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 

dipakai lagi barang sesuatu  yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa 

Penuntut Umum.  

Barang bukti berupa 2 potong besi pengait pintu gerbang dikembalikan 

kepada yang berhak dan 17 lembar foto tetap terlampir dalam berkas perkara. 

barang bukti berupa 1 unit mobil pick up Isuzu Panther No. Pol W 9996 M warna 

biru tua, 1 tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 oksigen besar, 1 regulator 

dan selang, 1 unit balnder yang tersbut dalam lampiran perkara ini tidak pernah 

diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut 

tidak dipertimbangkan. 
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Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan tidak pula menyesali 

perbuatan yang telah dilakukanya, maka Hakim mempertimbangakan sebagai hal-

hal yang memberatkan Terdakwa. Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk 

melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan 

pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga 

bukan lamanaya pemidanaan yang Hakim harapkan pada diri Para Terdakwa akan 

tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut, oleh karenaya sikap Para Terdakwa 

yang sopan selama di persidangan, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 

sebagai hal hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa. 

Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa masih 

mempunyai kemampuan untuk dibebeni membayar biaya perkara, serta selama 

proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima pengajuan permohonan 

dari Terdakwa agar dibebaskan dari membayar baiaya perkara dengan alasan 

tidak mampu, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf I  jo pasal 222 ayat 1 

KUHAP kepada Para Terdakwa tersebut, akan dibebankan pula untuk membayar 

biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini. Pasal 

406 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 193 ayat 1 KUHAP dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan 

ketentuan Undang-undang lain yang berhubungan dalam perkara ini. 
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D. Amar Putusan  

 Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan 

keterangan saksi yang berada di dalam persidangan, akan tetapi Hakim tidak 

terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman 

walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak. Dalam perkara 

perusakan barang ini Hakim memutus dengan dengan: 

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Terdakwa dan Terdakwa II Warno telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 

sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak 

dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Jatmiko dan Terdakwa II 

Warno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan 

dan 15 hari. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para 

Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa 

- 2 potongan besi pengait besi pengait pintu gerbang. 

- 17 lembar foto 
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6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp,5000  (lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Gresik, Pada hari Kamis  tanggal 28 Januari 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

65 
 

BAB IV 

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA  

PERUSAKAN BARANG DALAM PUTUSAN NOMOR 

409/PID.B/2015/PN.GSK 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim tentang Tindak Pidana Perusakan Barang 

dalam Putusan Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK 

      Dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi 

dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, 

identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.
1
 

Dalam putusan pengadilan Negeri Gresik nomor 406/PID.B/2015/PN. GSK 

tentang perusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Jatmiko dan 

Warno yaitu melakukan perusakan pegangan pintu gerbang pabrik milik PT 

Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi, yang perbuatanya termasuk dalam pasal 

406 KUHP, beberapa pertimbangan Hakim yaitu: 

1. Barang siapa. 

“Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang 

dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam kasus ini 

barang siapa merupakan para terdakwa yaitu Andi Jatmiko dan Warno 

dimana saat melakukan perbuatanya dalam keadaan sehat jasmani dan 

                                                           
1
 Chandra et.al, Modul Mata Kuliah Eksaminasi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja. 

2004), 12. 
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rohani sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatanya. Menurut 

Hakim unsur ini sudah bisa terpenuhi. 

2. Dengan sengaja melawan hukum. 

Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah apabila 

perbuatan terdakwa telah menimbulkan suatu akibat dan akibat tersebut 

memang dikehendakinya atau telah menjadi tujuanya dan perbuatan 

tersebut bertentangan dengan Hukum positif. Dengan sengaja diartikan 

sengaja melakukan perusakan pintu gerbang PT. Anugerah Karya Jaya 

Sentosa Abadi. Dengan begitu unsur ini sudah dapat terpenuhi. 

3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 

menghilangkan barang sesuatu yang selurunya atau sebagian milik orang 

lain. 

Dalam persidangan didapatkan sebuah kebenaran yaitu pintu pagar yang 

dilakukan perusakan sehingga patah dan tidak dapat dipakai lagi oleh para 

terdakwa bukanlah milik para terdakwa. Dimana pabrik tersebut merupakan 

milik PT. Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi. Meskipun para terdakwa 

mengangap bahwa parbrik tersebut milik PT. Eastwood Timber Industries 

tetap saja terdakwa tidak bisa mengakui barang yang dirusak adalah 

miliknya, karena terdakwa dengan PT. Eastwood Timber Industries hanya 

sebatas hubungan pekerjaan. 
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Bukti-bukti yang diajukan ke persidangan: 

1. 2 potongan besi pengait besi pengait pintu gerbang. 

2. 17 lembar foto 

Hal hal yang meberatkan dan yang meringankan yaitu: 

1. Hal hal yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mengakui 

perbuatanya dan  tidak pula menyesali perbuatan yang dilakukan. 

2. Hal hal yang meringankan adalah  

a. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 

b. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. 

 

Dalam putusan perkara ini, Hakim memutus terdakwa dengan 

menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) 

bulan 15 (lima belas) hari. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah 

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 

menetapkan supaya Terdakwa diukurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan, menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, serta 

menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp, 5000,- 

(lima ribu rupiah). 

Dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan dakwaan kedua 

yaitu dakwaan alternatif dari jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 

KUHP. Sedangkan keberadaan setiap pasal itu beruntut yaitu antara satu pasal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

68 
 

saling berkaitan dengan pasal yang lain. Seperti pada pasal 407 KUHP dimana 

pasal ini merupakan penjelasan pasal 406 KUHP. 

Jikalau Hakim berkeyakinan jika pelaku telah melakukan perbuatan yang 

melawan hukum, sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatanya, dan kemudian 

perbuatanya dapat dipertangung-jawabkan oleh pelaku, maka Hakim 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dengan melihat pasal Undang-Undang 

yang dilanggar oleh pelaku. Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim 

telah diatur oleh KUHP, dimana KUHP telah mengatur pidana maksimal yang 

dapat dijatuhkan Hakim dalam perbuatan pidana tertentu.
2
 

Dalam hal terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut 

umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 

tindak pidana yang dilakukanya sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHAP. 

Putusan Mahmakah Agung RI No 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 

menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenagan dari 

judex facti untuk menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak di atur di 

dalam undang undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat 

dijatuhkan, sebagaimana di dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu 

ada  batas minimal.
3
 

                                                           
2
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim  (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 100. 

3
 Ibid, 117. 
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Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa 

pendapat yaitu: 

1. Kejahatan perusakan barang ini masuk ke dalam buku ke II tentang  

kejahatan terhadap harta kekayaan, dimana Hakim saat memeriksa saksi 

haruslah menanyakan berapa  kerugian yang diderita oleh korban. Namun, 

Hakim hanya menanyakan tentang kerugianya saja bukan dengan nominal. 

Eksestensi pasal 407 KUHP ini tidak berlaku di dalam putusan yang telah 

ditetapkan oleh Hakim, dimana pasal 407 KUHP menjelaskan kerugian 

yang diderita oleh korban dan memuat semua unsur-unsur perusakan yang 

berada di dalam pasal 406 KUHP. 

2. Hakim menjatuhkan hukuman selama 4 bulan 15 hari yang melampaui batas 

maksimal perusakan ringan yang terjadi. Dimana hanya berpedoman 

terhadap pasal 406 KUHP tentang perusakan berat. Perusakan yang di 

terdapat di dalam kasus ini kerugianya tidak sampai Rp, 2.500.000 yang 

mana seharusnya hukuman penjara maksimal 3 bulan dalam pasal 407 

KUHP. 
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B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang Putusan 

Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK 

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan 

diserahkan kepada ulul amri untuk menetapkanya. Hukuman ta’zir jenisnya 

beragam namun secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 4 macam.
4
 

1. Hukuman ta’zir mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid. 

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman 

penjara dan pengasingan. 

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, 

perampasan harta, dan penghancuran barang. 

4. Hukuman hukuman lain yang ditentukan oleh ulum amri demi kemaslahatan 

umum. 

Sebelum menemukan seorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, 

perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan 

supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Syarat-syaratnya adalah: 

1. Harus ada suatu perbuatan. 

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum. 

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertangung-jawabkan. 

4. Harus berlawanan dengan hukum. 

5. Harus tersedia ancaman hukumanya.  

                                                           
4
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,…285 
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Dalam perkara ini, seorang Terdakwa bernama Andi Jatmiko dan Warno 

terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 406 KUHP, yaitu 

Terdakwa melakukan perusakan terhadap barang. Jika dilihat dari segi Hukum 

Pidana putusan yang dijatuhkan oleh Hakim nomor  409/PID.B/2015/PN.GSK 

kepada terdakwa Andi Jatmiko danWarno dinyatakan sah melanggar Undang-

undang yang telah ditentukan. Perusakan barang diatur dalam pasal 406 KUHP 

dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun 8 bulan. Akan tetapi dalam pasal 407 

KUHP yang merupakan semua unsur yang terdapat pada pasal 406 KUHP jika 

kerugian di bawah Rp, 2.500.000  maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 

bulan. Penjatuhan hukuman yang dilakukan kepada Terdakwa yakni 4 bulan 15 

hari yang tidak sesuai dengan pasal 407 KUHP. Oleh karena unsur jarimahnya 

sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikenakan saksi. Dalam prespektif hukum 

Islam perusakan barang masuk ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan. 

Menurut analisis penulis yang dilihat dari sumber data-data yang terkumpul 

dapat diketahui bahwa hukuman yang diterapkan untuk perusakan barang adalah 

hukuman ta’zir. Dimana penjelasan tentang ta’zir sudah dijelaskan secara 

lengkap pada bab-bab sebelumnya. Ta’zir adalah penjatuhan hukuman atas 

dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud. 

Dimana tindak pidana-pidana perusakan tersebut termasuk jarimah ta’zir 

yang asas legalitasnya tidak diterapkan dengan begitu ketat, dikarenakan ta’zir 

merupakan hukuman yang bertujuan untuk pembelajaran. Dalam hukuman tazir 
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Hakim diberikan kewenagan yang luas untuk memilihkan hukuman yang sesuai 

dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Hakim diberi wewenang yang 

luas mengenai tindak pidana ta’zir dikarenakan tindak pidana ini bukanlah 

tindak pidana yang berbahaya, juga karena memberikan kelonggaran/kemudahan 

di dalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan 

perusakan barang. Dikarenakan untuk memberi efek jera kepada terdakwa 

hendaknya hakim dalam memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh 

Allah, dimana tidak boleh memberatkan atau lebih meringankan kepada para 

terdakwa sehingga terciptanya keadilan. 

al Maidah ayat 49  

نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّهُ وَلََ تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ مَا أنَْ زَلَ  وَأنَِ احْكُمْ بَ ي ْ

اَ فاَعْلَمْ  تَ وَلَّوْا فإَِنْ  ۖ  اللَّهُ إلِيَْكَ   النَّاسِ  مِنَ  كَثِيراً وَإِنَّ  ۖ   ذُنوُبِِِمْ  ببَِ عْضِ  يُصِيبَ هُمْ  أَنْ  اللَّهُ  يرُيِدُ  أنََّّ

 لَفَاسِقُونَ 

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 

memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 

mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 

yang fasik. 
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 Dalam surat Al Maidah ayat 49 dijelaskan seharusnya Hakim itu dalam 

memutuskan sebuah perkara yang terjadi hendaklah Hakim memutus dengan 

keadilan dimana putusan itu tidak memberatkan dan tidak meringankan  

terdakwa, tetapi harus dengan hukuman yang setimpal. Dan Hakim juga tidak 

boleh memutus suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsunya, karena 

memutus dengan menggunakan hawa nafsu berarti tidak memperhatikan 

hukum–hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.  

Selain itu  jika memutus suatu perkara menggunakan hawa nafsu tidak 

akan dapat tercipta sebuah keadilan bagi terdakwa. Karena hawa nafsu bukanlah 

suatu sumber hukum Islam, dimana sumber hukum Islam yaitu terdiri dari 3 

diantaranya Al-quran, sunnah dan ar-ra’yu dimana ketiga sumber ini adalah 

sumber yang paling utama untuk mendapatakan suatu keadilan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik 

Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK Hakim menjatuhkan pasal 406 KUHP 

dengan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari, Hakim tidak 

mempertimbangakan pasal 407 KUHP dimana perusakan barang yang 

dilakukan terdakwa kerugianya tidak sampai Rp, 2.500.000 seharusnya 

majelis Hakim memutus menggunakan pasal 407 KUHP dengan pidana 

penjara paling lama 3 bulan. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam 

putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK 

tentang tindak pidana perusakan barang dengan pertimbangan yang ada 

maka hukuman pelaku tindak pidana pada perusakan barang menurut 

hukum pidana Islam adalah ta’zir. Dapat dikatakan demikian 

dikarenakan telah memenuhi apa yang dimaksud dengan melanggar 

hukum atau melanggar aturan yang ada dalam hal  perusakan barang. 

Dikarenakan perusakan barang ini merupakan perbuatan yang merugikan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

76 
 

 
 

orang lain, hukuman ta’zir diberikan untuk meberikan pelajaran atau 

pendidikan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatanya demi 

kemaslahatan umat. Disini hakim memberikan ta’zir  yang terlalu berat, 

menurut surat Al-Maidah ayat 46 hendaknya hakim dalam memutus 

suatu perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak boleh 

mengikuti hawa nafsu.  

B. Saran 

1. Adanya peraturan pasal 406 dan pasal 407 KUHP (Kitab Undang-

undang Hukum Pidana) tentang perusakan barang yang merupakan 

kejatahan terhadap harta kekayaan orang lain. Diharapkan 

masyarakat menaati peraturan yang ada, hal ini dilakukan agar 

menjaga kehidupan masyarakat yang tertib patuh kepada hukum dan 

tatanan kehidupan di negara ini tidak ada orang yang dirugikan 

akibat perusakan barang. 

2. Untuk para aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa 

mengkaji kembali mengenai adanya pasal 407 KUHP yang 

merupakan ketentuan dari pasal 406 KUHP, dan mengenai hukuman 

yang diberikan untuk tindak pidana perusakan yang diberikan 

haruslah menimbulkan pelajaran dan tidak mebuat seseorang merasa 

keberatan atas hukuman yang diterimanya. 
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3. Untuk masyarakat sebagai warga negara yang taat kepada hukum 

diharapkan mempu meberikan cerminan yang baik dan memberikan 

pelajaran moral sehingga tidak adal lagi kasus perusakan barang yang 

bisa merusak hubungan sosial. 
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